
GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2023

TtrNTANCI

PENYELESAIAN TUNTUTAN CANTi KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGtrRI BUKAN BtrNDAHARA ATAU PE.JABAT LAINI{YA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBtrRNUR PAPUA TtrNGAH,

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang
tentang Penyclcsaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain perlu menctapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah
tc rtang Tata Cara Penyclesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Benda-hara atau
Pejabat Lain;

Mengi ngat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OOl tentang
Otonomi l{husus Bagi Provinsl Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tallun 2027
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2O01 tcntang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2027 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah beberapakaii terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentalg
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);
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4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tal:lun 2027 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO5
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 35 Tahun
2017 lentang Tata Cara P'enghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4488\.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2O71 tentang Pembentukan
Peraturir.ll Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 680 l);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaharr
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana teiah diubah beberapaka,li terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahl.;Ln 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaral Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah,un 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembcntukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tajrun 2022 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68041;
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10. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Peme rintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 201 6 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196);

12. Pcraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l Ientang
Penerimaan, Pengeiolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inclonesia Nomor 673 1);

15. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036, sebagaimana telah diubah dengal Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 20 19 Nomor 157);

1 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaial Tuntutan Galti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 18 Nomor 161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O ter,tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1 78 1) ;

MEMUTUSKAN :........../4
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGtrRI BUKAN BtrNDAHARA ATAU PEJABAT
LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah;

2. Pemerintah Daerah aclalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah;

4. Dewal Perwakilan Rakyzrt Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penl.elenggara Pcmerintahan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;

6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti j umlahnya sebagai akibat perbuatal melawaa
hukum baik sengaja maupun lalai.

7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang diiakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan
tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adaiah Pegawai Aparatur Sipil Negara
termasuk Calon Pegai,r,ai Negcri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain
tugas bendahara.

9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktura-l yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga
yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna
menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugial
Daerah.

12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab
hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak
cakap atau tiuak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam
hukum.

13.Yang ......./5
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13.

1.4.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya
perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas
kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang
Merugikar.
Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan
kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya
pewaris.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran / pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah pejabat yang berw'enang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD
adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.

Maielis Pertimbalgan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menyampaikan
pertimbangan dan pcndapat penyelesaian Kerugian Daerah.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungiawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang
selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh gubernur,
bupati atau wali kota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin
diperoleh.
Surat Keputusal Pembebanan Penggantian Kerugian yang seianjutnya
disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur,
bupati atau wali kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang
pembebalan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaiigus/ lunas.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

15.

16.

17.

i8

19

20

21

22.

24.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2
Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah
yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan
Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di
lingkungan pemerintah daerah provinsi.

Pasal 3..../6
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Pasal 3

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dal
wewenang:
a. melakukan pemantauan penyelesaial Kerugian Daerah;
b. membentuk dan menetapkan TPKD;
c. menyetujui atau menolak laporal hasil pemeriksaal TPKD;
d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa

Keuangan;
e. membentuk dan menetapkan Majelis;
f. menetapkan SKP2KS;
g. menetapkan SKP2K; dan
h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian

Daerah.

(21 Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendal"rara umum daerah
kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, huruf g, dan huruf h.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara
umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku
apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyclesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

(1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian
Daerah.

(21 TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan
wewenang:

a. men1rusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan
penyelesaian Kerugian Daerah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

(3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit
SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua
TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait iainnya
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membaltu pelaksanaan tugas
dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21.

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan
oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

/7Bagian Ketiga



7

(1)

Bagian Ketiga
Maj elis

Pasal 6

Majelis untuk melakukan penyelesaian KerugianPPKD memtrentuk
Daerah.

(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau laiai Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang
telah dikeluarkan SKTJM; atau

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
keputusan Kepale Daerah setiap tahun.

(4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima)
orang terdiri atas

a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
b. Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;
c. Asisten Administrasi Umum selaku wakil ketua merangkap alggota ;

d. Kepala Badan Kepcgawaian Daerah selaku wakil ketua merangkap
anggota

e. Kepala Biro Hukum selaku sekretaris merangkap anggota.

Pasal 7

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas
memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang
dilaksanakan mela,lui sidang.

(21 Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan
wewenang:

a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/ atau
pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

b. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki
keahlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan;
d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan

ulang;
e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaal ulang

oleh TPKD;
f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga,

dar/ atau barang milik daerah;
g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan

h. melaksanakan ha1 lain yang diperlukan dalam penyelesaial Kerugian
Daerah.

..../8[s) Majelis
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(3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan
wewenang:

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada

instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian

Daerah.

(4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kemgian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan
wewenang:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidal< dapat diperolehnya

SKTJM;
c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak

sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/PengampulYang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

d. memeriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang

Merugikal/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau
pihak yang mengetahui tcrjadinya Kerugian Daerah;

f. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki
keahlian tertentu;

g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan
ulang;

h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian
Daerah;

i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga,
dan/ atau barang milik daerah;

j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugiar

Daerah.

Pasal 8

(1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.

(2) Sekretariat Majeiis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III
INPORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumLrer dari:

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

c.pemeriksaafl .... l9
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c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. laporan tertulis yang bersangkutan;
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f. perhitungan ex officio; dan/atau
g. pelapor secara tertuiis.

(2\ PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah
dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 9 ayat (21 untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala
SKPD.

(2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinal dal anggota
DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh
sekretaris DPRD.

(3) Da-lam ha1 informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala
SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan
oleh sekretaris daerah.

(4) Dalam ha1 informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah,
verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala
Daerah.

(5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota
lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga
nonstruktural.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

( 1) Hasil verifrkasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasa-l 11 dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat)
hari kerja sejak ditcrimanva informasi terjadinya Kerugian Daerah.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB rV ......./tO
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BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyeiesaian Kerugian Daerah

Pasal 13

(i) Dalam ha1 terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD
membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
laporan.

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah setiap tahun.

(3) Dalam hal pembentukan TPKD melibatkan pejabat diluar Inspektorat dan
SKPDK meminta pertimbangar-r atau rekomendasi pada Kepala SKPD
terkait untuk merekomcndasikan pejabat yang akan dilibatkan.

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai
dasar dalam menerbitkan surat tugas TPKD.

(5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyeiesaikan pemeriksaan
Kerugial Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai
Kerugian Daerah.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi
pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Parsal I 5

(1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelatr penugasan pemeriksaan
berakhir.

{2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara
Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri
dokumen pendukung.

(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada
TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kela sejak surat hasil
pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

(1) TPKD memberikan jawaban paling larr,a 2 (dua) hari kerja sejak
tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.

(2) Dalam h,al ....lll
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(21 Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD
melampirkan tanggapan Pihak YangMerugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ah1i Waris dalam hasil pemeriksaan.

(4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan,
dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

(5) TPKD menyrrsun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepada PPI(D paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya tanggapan.

Pasal 17

(1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa
kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah
disebabkan oleh:

a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

(2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau 1alai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, paling sedikit memuat:

a. dasar penugasan TPKD;
b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu

perbuatal melanggar hukum atau lalai;
d. jenis obyek Kerugian Daerah;
e. jumlah Kerugian Daerah;
f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
g. kesimpuian.

(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan
perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

a. dasar penugasan TPKD;
b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. kesimpuian.

Pasal 18

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD,
PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil
pemeriksaan.

(21 Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal .... / 12
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(3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, Kepala SKPKD
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua)
hari kerja.

(41 Da-1am ha1 PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan
ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kembali kepada PPKD atau I(epa1a SKPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian l(erugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 19

(1) Dalam hal PPKD atau Kcpala SKPKD menyetujui laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a,
PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakr;kan
penuntutan penggantian I(erugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

{21 Dalam ha1 Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l}
berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,
penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ah1i Waris.

(3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian
Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesalggupan
dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk
SKTJM.

(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah daiam bentuk SKTJM
sebagaimala dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya surat penugasan.

(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pa1lng sedikit memuat:

a. identitas fihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ah1i Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
c. cara dal jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat
ditarik kembali.

(6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf d disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
c. surat kuasa menjual.

Pasal 20 113


